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ABSTRAK 
 
PUNGKI RETNO WATI. D1514083. “SISTEM INFORMASI  
PENGELUARAN BARANG IMPOR DARI KAWASAN BERIKAT KE 
TEMPAT LAIN DALAM DAERAH PABEAN MENGGUNAKAN 
INHOUSE BC 2.5 DI KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA 
DAN CUKAI TIPE MADYA PABEAN B SURAKARTA”.Laporan Tugas 
Akhir. Program Studi Diploma III Manajemen Administrasi Fakultas Ilmu Sosial 
dan Politik Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2017.48 Halaman. 
 
Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai bertugas memberikan 
pelayanan kepada pengguna jasa yang ingin mengajukan permohonan 
Pengeluaran Barang Impor dari Kawasan Berikat untuk diimpor  untuk  dipakai 
terhadap barang yang telah diolah atau digabungkan, hasil produksi dalam kondisi 
rusak atau sisa dari proses produksi (waste/scrap) ke Tempat Lain Dalam Daerah 
Pabean menggunakan aplikasi Inhouse BC 2.5.  Barang dari Kawasan Berikat 
dapat dikeluarkan ke Tempat Lain Dalam Daerah Pabean (TLDDP) atas 
persetujuan Pejabat Bea dan Cukai dengan dipungut bea masuk berdasarkan tarif 
dan nilai pabean yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri, untuk  lebih 
meningkatkan pelayanan dan pengawasan pengeluaran barang impor dari 
Kawasan Berikat ke tempat lain dalam daerah pabean melalui  pendayagunaan  
Sistem Informasi  dan Risk Manajemen menggunakan aplikasi Inhouse BC 2.5. 
Jenis pengamatan yang digunakan dalam penulisan Tugas Akhir ini yaitu 
dengan pengamatan observasi berperan. Teknik pengumpulan data dilakukan 
dengan wawacara, observasi berperan aktif, mengkaji dokumen dan arsip.  
Hasil dari pengamatan mendiskripsikan bahwa Sistem Informasi 
Pengeluaran Barang Impor dari Kawasan Berikat ke tempat lain dalam daerah 
pabean menggunakan Inhouse BC 2.5 yang merupakan sistem pelayanan yang 
dimiliki oleh Direktorat Jendral Bea dan Cukai yang digunakan untuk 
memudahkan proses pengawasan dan pelayanan permohonan pengeluaran barang 
impor dari TPB untuk diimpor untuk dipakai, karena dengan menggunakan sistem 
pelayanan Inhouse yang berbasis Electronic Data Interchange (EDI) yaitu 
pertukaran data elektronik dimana antara system informasi di Kantor Pengawasan 
dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Surakarta terdapat beberapa 
komponen yang berkaitan yakni komponen : 1) Sumber Daya Manusia, 2) Sumber 
Daya Perangkat Keras, 3) Sumber Daya Perangkat Lunak, 4) Sumber Daya Data, 
dan 5) Sumber Daya Jaringan.  
 
 
Kata Kunci : Inhouse BC 2.5, Pengeluaran Barang Impor, Sistem Informasi.  
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ABSTRACT 
 
PUNGKI RETNO WATI. D1514083. “INFORMATION SYSTEM 
EXPENDITURE IMPORTED GOODS FROM THE BONDED ZONE TO 
ANOTHER PLACE IN SECTION CUSTOMS USING INHOUSE BC 2.5 IN 
SUPERVISION OFFICE AND SERVICES OF CUSTOMS AND TYPE 
MADYA CUSTOMS B SURAKARTA”. Final Report. Associate Degree 
Department Of Administrative Management, Faculty of Social and Political 
Sciences Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2017.48 page. 
 
Supervision office and services of customs and excise duty to provide 
services to users who want to submit a request for expenditure imported goods 
from the Bonded Zone to import to use of good things were processed or 
combined, produce in poor condition or rest of the process the production of ( 
waste/ scrap) to another place in section customs use application Inhouse BC 2.5. 
Goods from bonded zone can be expelled to another place in section customs ( 
TLDDP) with the agreement of officials of customs and with collected import 
duties based on tariffs and value customs set in the minister, to improve services 
and supervision expenditure imported goods from the belted to another place in 
section customs through utilization information systems and Risk Management 
using application Inhouse BC 2.5. 
This research is an observation of a role research. The data collection 
techniques through indepth interviews, observation of a role and documentation. 
The result of observation describe that information system expenditure 
imported goods From Bonded Zone to another place in section customs use 
Inhouse BC 2.5 that is service system owned by The Directorate General of 
Customs and Excise, used to ease the process of supervision and services entreaty 
expenditure imported goods of TPB to be imported for use, because by using 
Inhouse service system based Electronic Data Interchange (EDI) the Electronic 
data exchange between information system at supervision office and services of 
customs type Madya Customs B Surakarta there are several components that are 
concerned namely: 1) Human Resources, 2) Hardware Resources, 3) Software 
Resources, 4) Data Resources, and 5) Network Resources. 
 
Keywords : Inhouse BC 2.5, Expenditure imported goods, Information systems.  
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
A. Latar Belakang 
Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean 
B Surakarta merupakan instansi pemerintah yang berada dibawah naungan 
Kementrian Keuangan Republik Indonesia untuk memberikan pengawasan 
dan pelayanan prima yang efektif kepada pengguna jasa kepabeanan & cukai 
untuk mendukung upaya peningkatan dan pengembangan perekonomian 
nasional yang berkaitan dengan perdagangan internasional dengan 
mengimplementasikan cara kerja yang cepat, efisien, transparan dan responsif 
terhadap kebutuhan pengguna jasa dengan dukungan sistem aplikasi dan 
komputerisasi dalam pengurusan kepabeanan dan cukai untuk kepuasan 
pengguna jasa.  
Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai bertugas 
melaksanakan sebagian tugas pokok Kementrian Keuangan di bidang 
kepabeanan dan cukai, berdasarkan kebijakan yang telah ditetapkan oleh 
Menteri dan mengamankan kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan lalu 
lintas barang masuk (impor) dan barang keluar (ekspor) dari dalam Daerah 
Pabean dan Luar Daerah Pabean, pemungutan Bea Masuk yang dikenakan 
terhadap barang yang diimpor, Pajak Dalam Rangka Impor (PDRI) yang 
dipungut oleh Direktorat Jendral Bea dan Cukai atas impor barang yang terdiri 
dari Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah dan 
Pajak Penghasilan (PPh Pasal 22). 
Salah satu tugas dari Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan 
Cukai (KPPBC) yaitu memberikan pelayanan kepada pengguna jasa yang 
ingin mengajukan permohonan Pengeluaran Barang Impor dari Kawasan 
Berikat untuk diimpor  untuk  dipakai terhadap barang yang telah diolah atau 
digabungkan, hasil produksi dalam kondisi rusak atau sisa dari proses 
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produksi (waste/scrap) ke Tempat Lain Dalam Daerah Pabean.  Barang dari 
Kawasan Berikat dapat dikeluarkan ke Tempat Lain Dalam Daerah Pabean 
(TLDDP) atas persetujuan Pejabat Bea dan Cukai dengan dipungut bea masuk 
berdasarkan tarif dan nilai pabean yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri, 
untuk  lebih meningkatkan pelayanan dan pengawasan pengeluaran barang 
impor dari Kawasan Berikat ke tempat lain dalam daerah pabean melalui  
pendayagunaan  Sistem Informasi  dan Risk Manajemen. 
Penggunaan sistem informasi lebih efisiensi karena dapat 
mempercepat   penyampaian   informasi, jangkauan yang global dan 
transparansi. Oleh karena  itu,  Sistem  Informasi  banyak digunakan dalam 
praktek pemerintahan di beberapa Negara yang menjadi salah satu pilihan 
untuk mendukung  pelaksanaan  pemerintahan yang baik. Dalam rangka 
peningkatan kinerja dan peningkatan pelayanan Kantor Pengawasan dan 
Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Surakarta khususnya tentang 
permohonan pengeluaran barang impor dari Kawasan Berikat ke tempat lain 
dalam daerah pabean memanfaatkan teknologi yang berkembang dengan 
memberikan pelayanan berbasis teknologi atau komputer. Dalam laporan ini 
penulis akan membahas tentang Sistem Informasi Pengeluaran Barang Impor 
dari Kawasan Berikat ke tempat lain dalam daerah pabean menggunkan 
Inhouse BC 2.5. 
“Inhouse BC 2.5 merupakan sistem pelayanan yang dimiliki oleh 
Direktorat Jendral Bea dan Cukai yang digunakan untuk memudahkan 
proses pengawasan dan pelayanan permohonan pengeluaran barang 
impor dari TPB untuk diimpor untuk dipakai, karena dengan 
menggunakan sistem pelayanan Inhouse yang berbasis Electronic 
Data Interchange (EDI) Pejabat kepabeanan dapat memproses 
pemberitahuan pabean dengan sistem komputer, dan ditransmit secara 
elektronik, sehingga data yang sama akan segera masuk ke sistem 
komputer tanpa melalui proses re-entry, dimana dalam proses re-
entry  dapat terjadi human error seperti kesalahan pengetikan data.  
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(Wawancara Kasi Pelayanan Kepabeanan dan Cukai, 20 Februari 
2017) 
 
Sistem Inhouse BC 2.5 berbasis Electronic Data Interchange (EDI). 
Menurut kamus TI Pengertian Electronic Data Interchange (EDI) adalah 
“metode untuk saling bertukar data bisnis atau transaksi secara elektronik 
melalui jaringan komputer”. Secara formal EDI didefinisikan oleh 
International Data Exchange Association (IDEA) sebagai “transfer data 
terstruktur dengan format standard yang telah disetujui yang dilakukan dari 
satu sistem komputer ke sistem komputer yang lain dengan menggunakan 
media elektronik”. Dengan adanya aplikasi Inhouse BC 2.5 yang berbasis 
Electronic Data Interchange (EDI), dapat meningkatkan transparansi dan 
dapat meningkatkan efesiensi yaitu dalam hal merekaman data, penelitian 
dokumen, paperless (mengurangi penggunaan kertas). Selain itu Inhouse BC 
2.5 menciptakan prosedur agar terhindar dari manipulasi data atau 
pembayaran bea masuk oleh Pengguna Jasa yang ingin mengajukan 
permohonan pengeluaran barang impor sehingga tidak akan mengakibatkan 
kerugian terhadap Negara. 
Dari latar belakang yang telah diuraikan penulis diatas ingin 
mengetahuai bagaimana sistem informasi Inhouse BC 2.5 dalam rangka 
pengeluaran barang impor dari Kawasan Berikat ke Tempat Lain Dalam 
Daerah Pabean (TLDDP). Maka penulis mengambil judul “Sistem Informasi 
Pengeluaran Barang Impor dari Kawasan Berikat Ke Tempat Lain 
Dalam Daerah Pabean Menggunakan Inhouse BC 2.5  Di Kantor 
Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B 
Surakarta”. 
 
B. Perumusan Masalah 
Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan oleh penulis dalam latar 
belakang masalah dan agar pembahasan tidak menyimpang dari judul 
penulisan tugas akhir, maka penulis menulis permasalahan yang akan dibahas 
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dalam kajian ini adalah “Bagaimanakah Sistem Informasi Pengeluaran 
Barang Impor dari Kawasan Berikat Ke Tempat Lain Dalam Daerah 
Pabean Menggunakan Inhouse BC 2.5  Di Kantor Pengawasan dan 
Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Surakarta?” 
 
C. Tujuan Pengamatan 
1. Tujuan Operasional  
Tujuan Operasional dari pengamatan ini adalah untuk mengetahui 
tentang Sistem Informasi Pengeluaran Barang Impor dari Kawasan Berikat 
ke Tempat Lain Dalam Daerah Pabean (TLDDP) menggunakan Inhouse 
BC 2.5 di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya 
Pabean B Surakarta. 
2. Tujuan Fungsional  
Tujuan Fungsional dari pengamatan ini adalah untuk memberikan 
masukan dan sebagai bahan pertimbangan dalam pelaksanaan kegiatan 
perkantoran di Kantor Pengawasan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B 
Surakarta. 
3. Tujuan Individual  
Tujuan Individual dari pengamatan ini adalah untuk memenuhi 
syarat dalam memperoleh sebutan Ahli Madya pada Program Studi 
Diploma III Manajemen Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Politik 
Universitas Sebelas Maret Surakarta.  
 
D. Manfaat Pengamatan 
Manfaat dari pengamatan ini yaitu antara lain : 
1. Bagi Penulis  
Memperluas wawasan dan menambah pengetahuan penulis mengenai 
masalah-masalah dalam bidang administrasi. Serta mengembangkan 
teori-teori yang didapat selama masa perkuliahan untuk diterapkan 
didalam dunia nyata. 
2. Bagi Perusahaan  
5 
 
 
 
Memberikan saran atau masukan kepada perusahaan sebagai bahan 
pertimbangan dalam pengambilan keputusan perusahaan. Khususnya 
dalam bidang administrasi. Serta dapat membantu perusahaan dalam 
hal pelaksanaan kerja sehari-hari. 
3. Bagi pihak lain  
Untuk menambah pengetahuan dan wawasan bagi pihak-pihak yang 
tertarik dalam bidang ini serta dapat menambah informasi dan 
referensi agar bermanfaat bagi penelitian-penelitian selanjutnya. 
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BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA DAN METODE PENGAMATAN 
A. Tinjauan Pustaka 
1. Pengertian Sistem 
Menurut Abdul Kadir (2003:54), “sistem adalah sekumpulan 
elemen yang saling terkait atau terpadu yang dimaksudkan untuk 
mencapai suatu tujuan”. 
Tata Sutabri (2012:3) menyatakan bahwa, “Sistem adalah sebagian 
kumpulan atau himpunan dari unsur, komponen, atau variabel yang 
terorganisasi, saling berinteraksi, saling tergantung satu sama lain dan 
terpadu.” 
Menurut pendapat Sedarmayanti (2008:18), Sistem adalah setiap 
kesatuan secara konseptual atau fisik yang terdiri dari bagian dalam 
keadaan saling tergantung satu sama lain. Sebuah sistem terdiri dari bagian 
saling berkaitan yang beroperasi bersama untuk mencapai beberapa 
sasaran atau maksud. 
 
James A O’Brien (2004:27) menyatakan bahwa, Sistem adalah 
seperangkat komponen yang saling berhubungan, dengan batasan yang 
jelas, bekerja bersama untuk mencapai sebuah tujuan yang sama dengan 
menerima masukan dan menghasilkan keluaran dalam sebuah proses 
transformasi yang terorganisasi.  
 
2. Pengertian Infomasi 
Menurut Agus Mulyanto (2009:12), “Informasi adalah data yang 
diolah menjadi bentuk yang lebih berguna bagi yang menerimanya, 
sedangkan data merupakan sumber informasi yang menggambarkan suatu 
kejadian yang nyata.” 
Jogianto (2004:8) menyatakan bahwa, “Informasi adalah data yang 
diolah menjadi bentuk yang lebih berguna bagi yang menerimanya”.
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3. Pengertian Sistem Informasi  
Menurut pendapat dari James A O’Brien (2014:27), “Sistem 
Informasi adalah sistem yang menerima sumber daya (data) sebagai 
masukan dan memproses mereja menjadi prosuk (Informasi).” 
Pernyataan tentang Sistem Informasi dari Tata Sutabri (2005:42), 
Sistem Informasi adalah suatu sistem didalam suatu organisasi yang 
mempertemukan kebutuhan pengolahan transaksi harian yang mendukung 
fungsi operasi organisasi yang bersifat manejerial dengan kegiatan strategi 
dari suatu organisasi  untuk dapat menyediakan kepada pihak luar tertentu 
dengan laporan-laporan yang diperlukan. 
Abdul Kadir (2003:10) mengemukakan bahwa, “Sistem Informasi 
mencakup sejumlah komponen (manusia, komputer, teknologi informasi, 
dan prosedur kerja), ada sesuatu yang diproses (data menjadi informasi) 
dan dimaksudkan untuk mencapai suatu sasaran atau tujuan”. 
 
4. Komponen Sistem Informasi 
Dalam suatu sistem informasi terdapat komponen-komponen 
James A O’Brien (2014:32) menyatakan bahwa : 
a. Sumber Daya Manusia 
Manusia merupakan bagian penting bagi keberhasilan dari 
keiatan operasi dari semua sistem informasi. Sumber daya manusia ini 
terdiri atas pengguna akhir dan spesialis sistem informasi. 
Pengguna akhir (juga disebut dengan pengguna atau klien) 
adalah mereka yang menggunakan sistem informasi yang 
dihasilkannya. Spesialis sistem informasi merupakan meraka yang 
mengembangkan dan mengoperasionalkan sistem informasi. 
b. Sumber Daya Perangkat Keras 
Konsep dari sumber daya perangkat keras termasuk semua alat 
fisik dan material yang digunakan dalam pengolahan informasi. 
Secara spesifik, hal tersebut termasuk bukan hanya mesin, seperti 
komputer dan perlengkapan lainnya, tapi juga semua media data yaitu 
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objek berwujud dimana data disimpan, dari lembar kertas menjadi 
cakram optik atau magnetis. 
c. Sumber Daya Perangkat Lunak 
Konsep dari sumber daya perangkat lunak termasuk semua 
perintah pengolahan informasi. Konsep umum dari perangkat lunak 
meliputi tidak hanya seperangkat instruksi pengoperasian yang disebut 
program, yang mengarahkan dan mengendalikan perangkat keras 
komputer, tetapi juga seperangkat intruksi pengolahan informasi 
disebut dengan prosedur yang diperlukan oleh orang. 
d. Sumber Daya Data 
Data lebih dari sekedar bahan mentah dari sistem informasi. 
Konsep sumber daya data  telah diperluas oleh manajer dan pelaku 
bisnis dalam sistem informasi. Mereka menyadari bahwa data 
merupakan sumber daya organisasi yang berharga. 
e. Sumber Daya Jaringan  
Konsep sumber daya jaringan menekankan bahwa teknologi 
dan jaringan komunikasi merupakan komponen sumber daya yang 
fundamental dari semua sistem informasi. 
Gambar 2.1 
Gambar Sumber Daya Jaringan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sumber : Sistem Informasi Manajemen (James A. O;Brien, 2014:33) 
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5. Pengertian Impor  
Menurut Tandjung (2011:379), Impor adalah kegiatan memasukan 
barang ke dalam daerah pabean. Transaksi impor adalah perdagangan 
dengan cara memasukan barang dari luar negeri ke dalam daerah pabean 
Indonesia dengan mematuhi ketentuan peraturan perundang yang berlaku.  
6. Pengertian Kawasan Berikat  
Menurut Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-
17/BC/2012 Pasal 1 menyebutkan bahwa, “Tempat Penimbunan Berikat 
adalah bangunan, tempat, atau kawasan yang memenuhi persyaratan 
tertentu yang digunakan untuk menimbun barang dengan tujuan tertentu 
dengan mendapatkan penangguhan Bea Masuk”.  
Menurut Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-
17/BC/2012 Pasal 1 menyebutkan bahwa :  
“Kawasan Berikat adalah Tempat Penimbunan Berikat 
untuk menimbun barang impor dan/atau barang yang 
berasal dari Tempat Lain Dalam Daerah Pabean (TLDDP) 
guna diolah atau digabungkan, yang hasilnya terutama 
untuk diekspor. Pengusaha Kawasan Berikat adalah badan 
hukum yang melakukan kegiatan pengusahaan Kawasan 
Berikat. Pengusaha di Kawasan Berikat merangkap 
Penyelenggara di Kawasan Berikat, yang selanjutnya 
disingkat PDKB, adalah badan hukum yang melakukan 
kegiatan pengusahaan Kawasan Berikat yang berada di 
dalam Kawasan Berikat milik Penyelenggara Kawasan 
Berikat yang statusnya sebagai badan hukum yang 
berbeda”.  
7. Pengeluaran Barang 
Amir MS (2005:209) menyatakan bahwa, “Pelaksanaan 
pengeluaran barang setelah Opening Bank menerima dokumen pengapalan 
dari Bank Korespondennya (Advising/Negotiating Bank), maka Opening 
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Bank menyelesaikan perhitungan dengan importir. Setelah itu Opening 
Bank menyerahkan dokumen pengapalan itu kepada Importir untuk 
dipergunakan selanjutnya dalam penyelesaian bea-masuk denga Bea & 
Cukai dan penyerahan barang dari maskapai Pelayaran. Pelaksaan 
pengeluaran barang ini dari daerah pabean kedalam peredaran.” 
Menurut Peraturan Direktur Jendral Bea dan Cukai Nomor PER-
14/BC/2016 tentang Tata Laksana Pengeluaran Barang Impor dari Tempat 
Penimbunan Berikat untuk diimpor untuk dipakai Pasal II, dijelaskan 
bahwa : 
a. Pengeluaran barang impor dari TPB selain PLB untuk diimpor untuk 
dipakai diberitahukan dengan menggunakan BC 2.5. 
b. BC 2.5 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) disampaikan 
oleh Penyelenggara/Pengusaha TPB. 
c. Penyelenggara/Pengusaha TPB bertanggung jawab atas kebenaran 
data yang diberitahukan dalam BC 2.5. 
d. Bentuk, isi, dan petunjuk Pemberitahuan Impor Barang dari Tempat 
Penimbunan Berikat sesuai ketentyan mengenai Pemberitahuan 
Pabean Impor. 
8. Program Aplikasi Pelayanan Inhouse BC 2.5 
MODUL I PENGANTAR APLIKASI DIREKTORAT 
JENDERAL BEA DAN CUKAI menjelaskan bahwa, “ Program aplikasi 
pelayanan adalah program aplikasi yang secara khusus dibuat oleh Bea 
dan Cukai, digunakan untuk melayani masyarakat usaha”. 
“Inhouse BC 2.5 merupakan sistem pelayanan yang dimiliki oleh 
Direktorat Jendral Bea dan Cukai yang digunakan untuk memudahkan 
proses pengawasan dan pelayanan permohonan pengeluaran barang 
impor dari TPB untuk diimpor untuk dipakai, karena dengan 
menggunakan sistem pelayanan Inhouse yang berbasis Electronic 
Data Interchange (EDI) Pejabat kepabeanan dapat memproses 
pemberitahuan pabean dengan sistem komputer, dan ditransmit secara 
elektronik, sehingga data yang sama akan segera masuk ke sistem 
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komputer tanpa melalui proses re-entry, dimana dalam proses re-
entry  dapat terjadi human error seperti kesalahan pengetikan data.  
(Wawancara Kasi Pelayanan Kepabeanan dan Cukai, 20 Februari 
2017) 
B. Metode Pengamatan 
1. Lokasi Pengamatan 
Lokasi pengamatan ini bertempat di Kantor Pengawasan dan 
Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Surakarta. Yang 
beralamat di Jalan L.U Adisucipto 36 Colomadu Karanganyar. Telp 
(0271) 719601. Dalam penulisan laporan ini, sangat penting melakukan 
pengamatan langsung terhadap proses pengeluaran barang impor 
menggunakan Inhouse BC 2.5 sesuai dengan judul yang diambil oleh 
penulis. Adapun alasan-alasan pemilihan lokasi yaitu : 
a. Di dalam Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe 
Madya Pabean B Surakarta tersebut masing-masing memiliki tugas 
yang berkaitan dengan impor untuk dipakai menggunakan sistem  
Inhouse BC 2.5 sehingga hal tersebut berkaitan dengan pengamatan 
yang dilakukan penulis. 
b. Pihak Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya 
Pabean B Surakarta memberikan ijin kepada penulis untuk melakukan 
pengamatan sehingga memungkinkan penulis mendapatkan data, 
informasi dan referensi yang diperlukan sesuai dengan permasalahan 
yang diamati. 
c. Secara geografis lokasi Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan 
Cukai Tipe Madya Pabean B Surakarta mudah dijangkau, sehingga 
memudahkan penulis dalam melakukan pengamat dilokasi tersebut. 
2. Jenis Pengamatan 
Berdasarkan dengan permasalahan yang diajukan maka jenis 
pengamatan yang dipilih adalah Observasi Berperan karena menurut 
Sutopo (2002),  
“Observasi berperan aktif merupakancara khusus dan penelitian 
tidak bersifat pasif sebagai pengamat, tetapi memainkan berbagai 
peran yang dimungkinkan dalam suatu situasi yang berkaitan 
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dengan penelitiannya, dengan mempertimbangkan akses yang bisa 
diperolehnya yang bisa dimanfaatkan bagi pengumpulan data.” 
 
Dengan menggunakan jenis pengamatan Observasi Berperan maka 
penulis dapat mengamati, mendengarkan, mengetahui dan berpartisipasi 
dalam proses sebenarnya pengeluaran barang impor dari Kawasan Berikat 
ke tempat lain dalam daerah pabean menggunakan Inhouse BC 2.5 di 
Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B 
Surakarta menggunakan komponen sistem informasi. 
3. Teknik Pengumpulan Data 
Sesuai dengan jenis pengamatan yang digunakan penulis yaitu 
pengamatan observasi berperan, maka teknik pengumpulan data yang 
diperlukan untuk menjawab rumusan masalah yaitu sebagai berikut :  
a. Wawancara 
Menurut Setyadin dalam buku Metodologi Penelitian Kualitatif (Imam 
Gunawan.2005:22), “wawancara adalah suatu percakapan yang 
diarahkan pada suatu masalah tertentu dan merupakan proses tanya 
jawab lisan dimana dua orang atau lebih berhadapan secara fisik.” 
Wawancara dilakukan dengan melakukan tanya jawab secara lisan dan 
langsung kepada Kepala Seksi Pelayanan Kepabeanan dan Cukai VI 
di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya 
Pabean B Surakarta yang menangani aktivitas pelayanan permohonan 
pengeluaran barang impor dari kawasan berikat ke tempat lain dalam 
daerah pabean. Teknik wawancara ini dilakukan untuk mendapatkan 
data yang diperlukan penulis dalam membantu penyusunan dan 
penyempurnaan tugas akhir penulis. 
b. Observasi  
Selain wawancara, pengumpulan data yang digunakan dalam 
Observasi Berperan Aktif. Menurut H.B. Sutopo (2002:68),  
“Teknik observasi berperan aktif ini memberikan kesempatan 
khusus bagi peneliti untuk mengumpulkan data, serta 
terbukanya kesempatan bagi peneliti untuk mengambil bagian 
nyata dalam kegiatan kelompok, atau bahkan mengikuti 
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peristiwa yang tak dapat dilakukan bagi proses penelitian atau 
kegiatan ilmiah lainnya.”  
Dalam teknik observasi ini penulis melakukan observasi dan berperan 
langsung dalam proses perngeluaran barang impor dari Kawasan 
Berikat yang berada  di lokasi Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea 
dan Cukai Tipe Madya Pabean B Surakarta selama satu bulan. 
c. Mengkaji Dokumen dan Arsip 
Menurut Sutopo (2002:69),  
“mengkaji dokumen tertulis dan arsip merupakan sumber data 
yang sering memiliki posisi penting dalam penelitian kualitatif. 
Terutama bila sasaran kajian mengarah pada latar belakang atau 
berbagai peristiwa yang terjadi di masa lampau yang sangat 
berkaitan dengan kondisi atau peristiwa masa kini yang sedang 
diteliti.”  
Penulis menggunakan metode ini untuk melengkapi data dalam 
pengamatan. Dokumen yang dikaji oleh penulis dalam Kantor 
Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B 
Surakarta ini berupa dokumen Pemberitahuan Impor Barang atau 
dokumen BC 2.5, dokumen invoice, dokumen packinglist, dokumen 
pembayaran, dokumen billing DJBC, dokumen kontrak jual beli. Oleh 
karena itu, pengkajian dokumen merupakan metode yang wajib 
digunakan untuk mendukung proses pengamatan agar suatu dokumen 
bisa menjadi sumber data yang akurat. 
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BAB III 
DESKRIPSI LEMBAGA / INSTANSI 
 
A. Sejarah Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai 
Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPP BC) adalah 
instansi vertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang berada di bawah dan 
bertanggung jawab kepada Kepala Kantor Wilayah. Sesuai dengan PMK 
74/PMK.01/2009 saat ini terdapat 113 Kantor Pengawasan dan Pelayanan 
(KPP BC) yang tersebar di seluruh Indonesia.  
Dalam sejarah pembentukannya, KPP BC pernah disebut sebagai 
Kantor Inspeksi, kemudian berganti nama menjadi Kantor Pelayanan dan saat 
ini menjadi Kantor Pengawasan dan Pelayanan. Pada prinsipnya nama-nama 
Kantor tersebut menunjukkan penekanan dari tugas dan fungsi yang 
diembannya. Pada saat nama kantor adalah Kantor Inspeksi maka fungsi 
pengawasan merupakan hal yang mendominasi aktifitas Bea dan Cukai di 
kantor tersebut, sementara fungsi pelayanan kurang mendapat porsi yang 
memadai. 
Selanjutnya karena adanya tuntutan dari Pemerintah dan masyarakat 
agar DJBC lebih memberikan prioritas pada aspek pelayanan maka nama 
kantor berubah menjadi Kantor Pelayanan (KPBC). Menyadari bahwa pada 
hakekatnya fungsi Bea dan Cukai inspector (pengawas, pemeriksa) maka 
untuk menyeimbangkan dengan fungsi pelayanan yang semakin meningkat, 
maka nama kantor diubah kembali dari Kantor Pelayanan (KPBC) menjadi 
Kantor Pengawasan dan Pelayanan (KPP BC). 
 
B. Gambaran Umum Perusahaan 
Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai ( KPPBC ) adalah 
Kantor Pelayanan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang memberikan
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pelayanan prima serta pengawasan yang efektif kepada pengguna jasa 
kepabeanan & cukai dengan menginplementasikan cara kerja yang cepat, 
efisien, transparan dan responsif terhadap kebutuhan pengguna jasa dengan 
dukungan instansi terkait. Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai 
Tipe Madya Pabean B Surakarta resmi dicanangkan sejak tahun 2011, setelah 
sebelumnya bernama Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe 
Madya Pabean Surakarta. Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai 
Tipe Madya Pabean B Surakarta yang merupakan instansi vertikal dibawah 
Kementerian Keuangan yang melaksanakan pelayanan dan pengawasan 
kepabeanan dan cukai dalam daerah kewewenangannya berdasarkan 
peraturan perundang-undangan yang berlaku. Diawali dengan niat untuk 
mewujudkan goodgovernance, Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan 
Cukai Tipe Madya Pabean B Surakarta mempunyai komitmen untuk 
memberikan pelayanan prima dan pengawasan yang efektif kepada pengguna 
jasa kepabeanan dan cukai dengan mengimplementasikan cara kerja yang 
cepat, efisien, transparan dan responsif terhadap kebutuhan pengguna jasa, 
sehingga dapat menjamin kelancaran arus barang impor dan ekspor, 
mengamankan pungutan penerimaan negara dalam bentuk beamasuk, 
beakeluar, cukai, dan pajak dalam rangka impor serta mencegah dan 
menindak terjadinya pelanggaran peraturan perundang-undangan kepabeanan 
dan cukai.  
Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean 
B Surakarta berkomitmen untuk dapat menjadi mitra bagi stakeholder yang 
membutuhkan pelayanan yang cepat, tepat, dan akurat. Kantor Pengawasan 
dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Surakarta terus 
melakukan langkah – langkah evaluasi, perbaikan, dan inovasi untuk 
kemajuan negeri ini dan menjadi yang terbaik sesuai Motto Kantor 
Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Surakarta.  
Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean 
B Surakarta beralamat di Jalan L.U Adisucipto 36 Colomadu Karanganyar, 
Jawa Tengah 57174. Telepon (0271) 719601. Wilayah kerja Kator 
Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Surakarta 
meliputi seluruh wilayah eks Karesidenan Surakarta dengan luas sekitar 5.724 
km yang terdiri dari Kota Surakarta, Kabupaten Boyolali, Kabupaten 
Sukoharjo, Kabupaten Karanganyar, Kabupaten Wonogiri, Kabupaten Sragen, 
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Kabupaten Klaten yang lebih dikenal dengan sebutan 
"SUBOSUKAWONOSRATEN", 
Gambar 3.1 
Ruang Lingkup KPPBC Tipe Madya Pabean B Surakarta 
 
 (Sumber : Bagian IT di KPPBC Tipe Madya B Surakarta) 
1. Lingkup Pengawasan dan Pelayanan  
Dalam pelaksanaan tugas Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan 
Cukai Tipe Madya Pabean B Surakarta melayani pengguna jasa yang 
tersebar sewilayah Solo Raya dengan bidang usaha berbeda-beda, antara 
lain : 
a. Bandara Internasional Adi Sumarmo  
b. Kantor Pos Lalu Bea Surakarta 
c. Tempat Penimbunan Sementara (TPS) 
d. Perusahaan yang mendapatkan fasilitas kemudahan Impor Tujuan 
Ekspor (KITE) 
e. Pabrik Hasil Tembakau 
f. Pabrik Ethil Alkohol (EA) 
g. Pabrik Minuman Mengandung Ethil Alkohol (MMEA) 
h. Tempat Penjualan Eceran Ethil Alkohol dan Minuman Mengandung 
Ethil Alkohol (MMEA) 
i. Penyalur MMEA 
2. Logo Kantor Pengawasan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Surakarta 
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Gambar 3.2 
Logo KPPBC Tipe Madya Pabean B Surakarta 
 
 ( Sumber : http://bcsurakarta.beacukai.go.id ) 
 
DASAR HUKUM : KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN RI 
No : 52/KMK.05/1996 TANGGAL 29 JANUARI 1996 
a. Konsep Logo Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe 
Madya Pabean B Surakarta  
1) LUKISAN 
a) Segi lima dengan gambar laut, gunung, dan angkasa di 
dalamnya; 
b) Tongkat dengan ulir berjumlah 8 di bagian bawahnya; 
c) Sayap yang terdiri dari 30 sayap kecil dan 10 sayap besar; 
d) Malai padi berjumlah 24 membentuk lingkaran. 
2) MAKNA 
a) Segi lima melambangkan negara R.I. yang berdasarkan 
Pancasila; 
b) Laut, gunung dan angkasa melambangkan Daerah Pabean 
Indonesia, yang merupakan wilayah berlakunya Undang-
undang Kepabeanan dan Undang-undang Cukai; 
c) Tongkat melambangkan hubungan perdagangan internasional 
R.I. dengan mancanegara dari/ke 8 penjuru angin; 
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d) Sayap melambangkan Hari Keuangan R.I. 30 Oktober dan 
melambangkan Bea dan Cukai sebagai unsur pelaksana tugas 
pokok Kementerian Keuangan di bidang Kepabeanan dan 
Cukai; 
e) Lingkaran Malai Padi melambangkan tujuan pelaksanaan tugas 
Bea dan Cukai adalah kemakmuran dan kesejahteraan bangsa 
Indonesia. 
3) WARNA 
Disesuaikan dengan warna dasar dan penggunaanya. 
3. Visi dan Misi 
Visi  : “Menjadi Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai 
terkemuka di Indonesia. 
Misi  : “Pelayanan yang Terbaik dengan Hati yang Profesional kepada 
Masyarakat Lingkungan serta Pengguna Jasa Kepabeanan dan Cukai” 
4. Struktur Organisasi Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai 
Tipe Madya Pabean B Surakarta. 
Bagan 3.1 
Struktur Organisasi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(Sumber : Bagian IT di KPPBC Tipe Madya B Surakarta) 
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5. Tugas dan Fungsi Direktorat Jendral Bea dan Cukai 
TUGAS DAN FUNGSI POKOK UTAMA  
DIREKTORAT JENDRAL BEA DAN CUKAI 
TUGAS POKOK : 
Melaksanakan sebagian tugas pokok Kementerian Keuangan di 
bidang kepabeanan dan cukai, berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan 
oleh Menteri dan mengamankan kebijaksanaan pemerintah yang berkaitan 
dengan lalu lintas barang yang masuk atau keluar Daerah Pabean dan 
pemungutan Bea Masuk dan Cukai serta pungutan negara lainnya 
berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 
FUNGSI UTAMA : 
a. Meningkatkan pertumbuhan industri Dalam Negeri melalui pemberian 
fasilitas di bidang Kepabeanan dan cukai yang tepat sasaran; 
b. Menciptakan iklim usaha dan investasi yang kondusif 
dengan memperlancar logistik impor dan 
ekspor melalui penyederhanaan prosedur Kepabeanan dan Cukai serta 
penerapan sistem manajemen resiko yang handal ; Melindungi 
masyarakat, industri DN, dan kepentingan nasional 
melalui pengawasan dan/atau pencegahan masuknya barang impor dan 
keluarnya barang ekspor yang berdampak negatif dan berbahaya yang 
dilarang dan/atau dibatasi oleh regulasi; 
c. Melindungi masyarakat, industri Dalam Negeri, dan kepentingan 
nasional melalui pengawasan dan/atau pencegahan masuknya barang 
impor dan keluarnya barang ekspor yang berdampak negatif dan 
berbahaya yang dilarang dan/atau dibatasi oleh regulasi; 
d. Melakukan pengawasan kegiatan impor, ekspor dan kegiatan di bidang 
Kepabeanan dan Cukai lainnya secara efektif dan efisien 
melalui penerapan manajemn resiko yang handal, intelijen, dan  
penyidikan yang kuat, serta penindakan yang tegas, dan audit 
Kepabeanan dan Cukai yang tepat 
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e. Membatasi, mengawasi, dan/atau mengendalikan produksi, peredaran 
dan konsumsi barang tertentu yg mempunyai sifat dan karakteristik  
dapat membahayakan kesehatan, lingkungan, ketertiban, dan 
keamanan masyarakat melalui instrumen cukai yg memperhatikan 
aspek keadilan dan keseimbangan 
f. Mengoptimalkan penerimaan negara dalam bentuk Bea Masuk, bea 
keluar, dan cukai guna menunjang pembangunan nasional 
6. Tugas Kantor Pengawasan dan Pelayanan 
Kantor Pengawasan dan Pelayanan mempunyai tugas melaksanakan 
pengawasan dan pelayanan kepabeanan dan cukai dalam daerah 
wewenangnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 
Dalam melaksanakan tersebut, KPP BC menyelenggarakan fungsi : 
a. Pelaksanaan intelijen, patroli, penindakan, dan penyidikan di bidang 
kepabeanan dan cukai, 
b. Pengelolaan dan pemeliharaan sarana operasi, sarana komunikasi, dan 
senjata api, 
c. Pelaksanaan pelayanan teknis di bidang kepabeanan dan cukai, 
d. Pelaksanaan pemberian perijinan dan fasilitas di bidang kepabeanan 
dan cukai, 
e. Pelaksanaan pemungutan dan pengadministrasian bea masuk, bea 
keluar, cukai, dan pungutan negara lainnya yang dipungut oleh 
Direktorat jenderal, 
f. Penerimaan, penyimpanan, pemeliharaan, dan pendistribusian 
dokumen kepabeanan dan cukai, 
g. Pelaksanaan pengolahan data, penyajian informasi, dan laporan 
kepabeanan dan cukai, 
h. Pengawasan pelaksanaan tugas dan evaluasi kinerja, 
i. Pelaksanaan administrasi Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan 
Cukai 
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7. Pengguna Jasa  
Dalam pelaksanaan tugas Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan 
Cukai Tipe Madya Pabean B Surakarta melayani pengguna jasa yang 
tersebar di wilayah Solo Raya dengan bidang usaha yang berbeda-beda. 
Jumlah pengguna jasa yang berada dibawah pengawasan Kantor 
Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B 
Surakarta adalah sebagai berikut : 
Tabel 3.1 
Tabel jumlah pengguna jasa 
PENGGUNA JASA JUMLAH 
Pabrik Cukai Hasil Tembakau  18 
Minuman Mengandung Ethil Alkohol 1 
Ethil Alkohol  1 
Tempat Penjualan Eceran Minuman Mengandung Ethil Alkohol 21 
Ethil Alkohol 3 
Penyalur Minuman Mengandung Ethil Alkohol 5 
Kawasan Berikat 57 
Gudang Berikat 1 
Perusahaan dengan fasilitas KITE 12 
PPJK 5 
Sumber : KPPBC TIPE MADYA PABEAN B SURAKARTA 
8. Jenis Layanan 
Pelayanan di bidang Kepabean di Kantor Pengewasan dan Pelayanan Bea 
dan Cukai Tipe Madya Pabean B Surakata meliputi : 
a. Pelayanan Penyelesaian Barang Impor  
b. Penyelesaian Barang Ekspor 
c. Penyelesaian Barang Kiriman Pos 
d. Penyelesaian barang pribadi penumpang yang tiba bersama 
penumpang 
e. Pemberitahuan rencana kedatangan sarana pengangkut 
f. Pemberitahuan kedatangan dan keberangkatan sarana pengangkut 
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g. Inward dan Outward Manifest 
h. Pemberitahuan Rekomendasi pemberian ijin Tempat Penimbunan 
Berikat 
i. Pelayanan Pemberitahuan Impor Barang Khusus (PIBK) 
j. Penerimaan dan pengembalian jaminan 
k. Permintaan informasi, konsultasi dan bimbingan kepatuhan di bidang 
Kepabeanan dan Cukai 
Pelayanan di bidang Kepabean di Kantor Pengewasan dan 
Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Surakata meliputi : 
a. Permohonan Penyediaan Pita Cukai P3C 
b. Perijinan NPPBKC ( EA, MMEA, dan HT) 
c. Penetapan Tarif Cukai Hasil Tembakau  
d. Dokumen CK 5 (Pemberitahuan Mutasi Barang ) 
e. Dokumen CK 4, CK4B, dan CK4C 
f. Pemesanan Pita Cukai HT dan MMEA (CK1A ) 
g. Permohonan Pembebasan Cukai  
h. Permohonan Penundaan Cukai  
i. Permohonan Pengembalian Pita Cukai yang rusak atau tidak dipakai 
j. Pengolahan kembali atau pemusnahan barang kena cukai. 
9. Sumber Daya Manusia  
Dalam pelaksanaan tugas pelayanan dan pengawasannya, Kantor 
Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B 
Surakarta didukung oleh pegawai yang mempunyai tingkat kompetensi 
tinggi terdiri dari berbagai jabatan, tingkat pendidikan, golongan, jenis 
kelamin, dan umur.Jumlah pegawai berdasarkan golongan dan jabatan 
adalah sebagai berikut : 
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Tabel 3.2. 
Tabel Jumlah Pegawai 
Golongan 
Jabatan 
Kepala Kantor 
(Eselon III) 
Kepala Seksi 
(Eselon IV) 
Kepala Sub Seksi 
( Eselon V) 
Pelaksana Jumlah 
VI 1 2 - - 3 
III - 10 28 28 66 
II - - - 32 32 
Jumlah 1 12 28 60 101 
Sumber : KPPBC TIPE MADYA PABEAN B SURAKARTA 
10. Realisasi Penerimaan  
Penerimaan negara di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai 
Tipe Madya Pabean B Surakarta meliputi penerimaan cukai, bea masuk, 
bea keluar, pajak dalam rangka impor dan penerimaan negara lainnya. 
Target dan realisasi penerimaan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea 
dan Cukai Tipe Madya Pabean B Surakarta tahun 2016 s/d 26 September 
2016 dapat dilihat pada tabel dibawah ini : 
Tabel 3.3. 
Tabel Realisasi Penerimaan  
Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B 
Surakarta  
(Periode s/d 26 September 2016) 
Bulan Penerimaan 
Pabean  
Penerimaan 
Cukai 
Jumlah (Rp) % dari 
target 
Januari 187.216.300 10.132.345.000 10.319.561.300 11,23 
Februari 142.192.000 27.814.423.270 27.956.615.270 30,42 
Maret 289.566.403 108.199.014.300 108.488.580.703 118,04 
April 200.771.500 134.773.979.400 134.974.750.900 146,86 
Mei 296.661.029 78.937.068.900 79.269.729.929 86,25 
Juni 231.515.009 146.649.641.600 146.881.156.609 159,82 
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Juli 838.644.000 67.395.688.170 68.234.332.170 74,24 
Agustus 431.061.000 100.793.775.280 101.224.836.280 110,14 
September 316.558.124 111.593.518.850 111.910.076.974 121,77 
TOTAL 2.934.185.365 786.325.454.770 789.259.640.135 71,56 
Sumber : KPPBC TIPE MADYA PABEAN B SURAKARTA 
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BAB IV 
PEMBAHASAN HASIL PENGAMATAN 
 
A. Sistem Informasi Pengeluaran Barang Impor menggunakan Inhouse BC 2.5 
Sistem pengeluaran barang impor dari Kawasan Berikat ke tempat lain 
dalam Daerah Pabean merupakan salah satu tugas dari Kantor Pengawasan 
dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Surakarta untuk 
memberikan pelayanan kepada pengguna jasa yang ingin mengeluarakan 
barang impor dari Kawasan Berikat.  
Dalam pembahasan berikut ini penulis akan mendeskripsikan 
mengenai Sistem Informasi Pengeluaran Barang Impor dari Kawasan Berikat 
ke tempat lain dalam daerah pabean menggunakan Inhouse BC 2.5 dan di 
Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Surakarta Tipe Madya 
Pabean B Surakarta. Sebagian data yang penulis gunakan yaitu hasil dari 
pengamatan langsung dengan beberapa pegawai Kantor Pengawasan dan 
Pelayanan Bea dan Cukai Surakarta bagian Pelayanan Kepabeanan dan Cukai. 
Penulis akan memberikan pembahasan yang merupakan hasil pengamatan 
berdasarkan Komponen Sistem Informasi serta hal-hal yang berkaitan dengan 
Sistem Informasi Pengeluaran Barang Impor menggunakan Inhouse BC 2.5. 
Sistem pengeluaran barang impor dari Kawasan Berikat ke tempat lain 
dalam daerah pabean menggunakan Inhouse BC 2.5 di Kantor Pengawasan 
dan Pelayanan Bea dan Cukai Surakarta merupakan salah satu contoh aplikasi 
yang dapat membentu petugas Pelayanan Kepabeanan dan Cukai dalam 
meningkatkan tranparansi, efektivitas, dan efisiensi. 
Berdasarkan hasil wawancara dengan petugas Pelayanan Kepabeanan 
dan Cukai di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Surakarta 
mengenai pengertian dari Inhouse BC 2.5 yaitu : 
“Inhouse BC 2.5 adalah sistem yang digunakan untuk proses 
perekaman data pengguna jasa yang mengajukan permohonan ijin 
pengeluaran barang impor dari kawasan berikat.”(Wawancara, 
Pelayanan Kepabeanan dan Cukai, 23 Februari 2017) 
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Sistem pengeluaran barang impor dari Kawasan Berikat di Kantor 
Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai telah ditetapkan dan diatur 
dalam Peraturan Direktur Jendral Bea Dan Cukai Nomor PER-14/BC/2016 
tentang Tata Laksana Pengeluaran Barang Impor Dari Tempat 
Penimbunan Berikat Untuk Diimpor Untuk Dipakai. Dalam peraturan 
telah dijelaskan pada bagian kedua tentang Penyampaian BC 2.5 Pasal 3 : 
1. BC 2.5 sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) disampaikan ke 
Kantor Pengawasan dengan menggunkan sistem PDE 
2. Dalam hal Kantor Pengawasan belum menggunakan sistem PDE, BC 
2.5 disampaikan dengan menggunakan MPDE 
3. Tata cara penyampaian BC 2.5 menggunakan sistem PDE, 
sebagaimana tercantum dalam lampiran 1 yang merupakan bagian 
tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jendral ini 
4. Tata cara penyampaian BC 2.5 menggunakan MPDE sebagaimana 
tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak 
terpisahkan dari Peraturan Direktur Jendral ini. 
Pengeluaran barang impor dari Tempat Penimbunan Berikat untuk 
diimpor untuk dipakai disampaikan menggunakan sistem PDE (Pertukaran 
Data Elektronik) menggunakan sistem Inhouse BC 2.5.  
 
B. Komponen Sistem Inhouse BC 2.5 
Dalam suatu sistem informasi terdapat komponen-komponen 
antara lain komponen sumber daya manusia, perangkat keras, perangkat 
lunak, data dan jaringan. Komponen Sistem Informasi Inhouse BC 2.5, 
sebagai berikut : 
1. Sumber Daya Manusia 
Sumber Daya Manusia merupakan bagian terpenting yang 
harus ada dalam kegiatan pengoperasian Sistem Informasi. 
Pelaksanaan pengeluaran barang impor dari Kawasan Berikat 
ke tempat lain dalam daerah pabean di melibatkan beberapa Pejabat di 
Kantor Pelayanan Bea dan Cukai yaitu Pejabat Pelayanan Kepabeanan 
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dan Cukai, Pejabat Pelayanan Perbendaharaan, dan Pejabat Analyzing 
Point. Dibantu pejabat pemeriksa fisik barang di Kawasan Berikat.  
2. Sumber Daya Perangkat Keras 
Perangkat keras (hardware) yang dibutuhkan dalam 
pengoperasian Inhouse BC 2.5 di Kantor Pengawasan dan Pelayanan 
Bea dan Cukai Surakarta adalah 3 unit komputer yaitu komputer 
pertama yang digunakan oleh Pejabat Pelayanan Kepabeanan dan 
Cukai (Pejabat yang bertugas untuk melakukan kegiatan perekaman 
data dari pengguna jasa sesuai dengan dokumen BC 2.5 yang di 
lampirkan oleh pengguna jasa dan mencetak bukti penerimaan PIB),  
komputer kedua digunakan oleh Pejabat Perbendaharaan (Pejabat yang 
bertugas meneliti bea masuk, PPH Impor, PPN Impor sesuai dengan 
Billing DJBC dan Bukti Bayar pengguna jasa), komputer ketiga 
digunakan oleh Pejabat Analyzing Point (Pejabat yang bertugas 
meneliti apakah barang impor tersebut merupakan barang lartas atau 
tidak dan menentukan jalur penindakan untuk pengeluaran barang 
impor).  
“perangkat keras yang dibutuhkan untuk aplikasi Inhouse BC 2.5 
yaitu 3 komputer untuk bagian Pelayanan Kepabeanan dan Cukai, 
bagian Perbendaharaan, bagian Analyzing Point dan printer untuk 
mencetak bukti penerimaan PIB, Pemberitahuan Jalur Merah, 
Surat Perintah Pengeluaran Barang, Instruksi Pemeriksaan.” 
(Wawancara dengan Bapak Irianto Kasi Pelayanan Kepabeanan 
dan Cukai, 23 Februari 2017) 
3. Sumber Daya Perangkat Lunak  
Sumber daya perangkat lunak yang terdapat dalam 
pengoperasian sistem informasi meliputi instruksi dari sistem 
informasi tersebut yang mengarahkan dan mengendalikan dalam setiap 
pengoperasian.  
Penjelasan prosedur pengeluaran barang impor menggunakan 
Inhouse BC 2.5, adalah sebagai berikut :  
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a. PENDAFTARAN BC 2.5 
1) Penyelenggara atau pengguna jasa Tempat Penimbunan 
Berikat menyiapkan dokumen BC 2.5 atau dokumen 
Pemberitahuan Impor Barang menggunakan program aplikasi 
BC 2.5, berdasarkan data dan informasi dari Dokumen 
Pelengkap Pabean. 
2) Penyelenggara atau pengguna jasa Tempat Penimbunan 
Berikat melakukan pembayaran Bea Masuk, Cukai dan PDRI 
(Pajak Dalam Rangka Impor) melalui Bank Devisa Persepsi 
atau Pos Persepsi. Dalam sistem pembayaran sudah 
mengakomodir pembayaran dengan “billing system”, 
pengguna jasa melakukan pembayaran Bea Masuk,  Cukai, dan 
PDRI (Pajak Dalam Rangka Impor) mengacu kepada 
ketentuan yang mengatur mengenai billing DJBC.  
3) Penyelenggara pengguna jasa Tempat Penimbunan Berikat 
menyampaikan dokumen BC 2.5, data BC 2.5 dalam Media 
Penyimpanan Data Elektronik berupa Flasdisk, Dokumen 
Pelengkap Pabean, SSPCP (Surat Setoran Pabean Cukai dan 
Pajak), dan surat persetujuan yang dipersyaratkan dalam hal 
kategori barang memerlukan izin ke Kantor Pabean. 
4) Pejabat penerima dokumen pada Kantor Pelayanan Kepabean 
dan Cukai menerima berkas BC 2.5, memeriksa kelengkapan 
berkas, dan memeriksa kesesuaian hasil cetak BC 2.5 dengan 
data BC 2.5 dalam Media Penyimpanan Data Elektronik 
menggunakan sistem aplikasi Inhouse BC 2.5 yang berbasis 
EDI. Dalam proses perekaman data BC 2.5, Kantor Pabean 
melakukan penelitian data BC 2.5, meliputi : 
a) Kelengkapan pengisian data BC 2.5 
b) Pembayaran Bea Masuk, Cukai dan PDRI dalam hal 
terdapat pembayaran 
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c) Kode dan nilai tukar valuta asin yang ada dalam data 
NDPM 
d) Pos tarif yang tercantum dalam hal BTKI  
e) Surat persetujuan yang dipersyaratkan dalam hal kategori 
barang memerlukan izin dan tidak ada pembayaran Bea 
Masuk, Cukai dan PDRI. 
f) Setelah data diteliti dan sesuai kemudian di rekam 
menggunakan aplikasi inhouse BC 2.5 apabila tidak sesuai 
sistem aplikasi Inhouse otomatis akan menerbitkan respon 
penolakan berupa Nota Pemberitahuan Penolakan (NPP). 
Berikut proses Perekaman data BC 2.5 menggunakan aplikasi 
Inhouse BC 2.5, sebagai berikut : 
Gambar 4.1 
Login aplikasi Inhouse BC 2.5 
 
(Sumber : Bagian Pelayanan Kepabeanan dan Cukai) 
Login aplikasi Inhouse BC 25 dengan menggunakan User Name 
dan Password yang diperoleh dari PDAD (Pengolahan Data Aplikasi 
Dokumen).  
Muncul tampilan seperti dibawah ini : 
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Gambar 4.2 
Load Data 
 
(Sumber : Bagian Pelayanan Kepabeanan dan Cukai) 
Media Penyimpanan Data Elektronik berupa Flasdisk yang dibawa 
oleh pengguna jasa diberikan kebagian Pelayanan Kepabenan dan Cukai 
untuk direkam menggunakan aplikasi Inhouse BC 2.5 maka klik menubar 
Load Disk setelah itu muncul tampilan Get Folder kemuadian mencari 
data dari pengguna jasa untuk direkam dan di validasi. Setelah data dari 
pengguna jasa dicari kemudian klik copy. 
Setelah data di copy dan di rekam di aplikasi BC 2.5 kemudian 
muncul tampilan seperti dibawah ini : 
Gambar : 4.3 
Checklist Data 
 
(Sumber : Bagian Pelayanan Kepabeanan dan Cukai) 
Setelah Header yang muncul ditampilkan di teliti dengan dokumen 
BC 2.5 apakah ada perbedaan atau tidak, kalau dokumen BC 2.5 sama 
dengan tampilan yang dimunculkan oleh aplikasi inhouse BC 2.5 
kemudian di klik checklist dikolom pertama. 
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Gambar 4.4 
Tampilan dokumen 
 
(Sumber : Bagian Pelayanan Kepabeanan dan Cukai) 
Dari Header beralih kedokumen yang akan muncul nomor dan 
tanggal dari Invoice, Packing List dan Perjanjian Kontrak. Nomor dan 
tanggal di teliti dengan dokumen BC 2.5 apakah sama atau tidak, apabila 
nomor dan tanggal sesuai dengan dokumen BC 2.5 maka pengoperasian 
berlanjut, sedangkan ada yang berbeda aplikasi yang berjalan otomasis 
akan ke reject dan dokumen dikembalikan kepengguna jasa.  
“Reject adalah respon dari Bea Cukai yang menyatakan bahwa 
terdapat kekurangan pengisian data atau importir masih 
mempunyai kewajiban yang belum dipenuhi sehingga pengajuan 
dokumen tidak dapat dilayani.”  
(wawancaara Petugas PDAD , 23 Februari 2017) 
Setelah itu beralih ke tab Kemasan, detail barang dan bahan baku 
digunakan untuk mengecek apakah sama dengan packing list yang 
dilampirkan dengan dokumen BC 2.5.  
Setelah dicek kemudian beralih ke tab Pungutan BM & PDRI. 
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Gambar 4.5 
Validasi 
 
(Sumber : Bagian Pelayanan Kepabeanan dan Cukai) 
Setelah data diteliti dan sesuai dengan dokumen BC 2.5, kemudian 
di validasi data yang gunanya untuk mengetahui dan memeriksa apakah 
data yang diinput atau dimasukkan kedalam data sesuai.  
Proses validasi pada aplikasi Inhouse BC 2.5 : 
a. Cek Kebenaran dan Kelengkapan Data 
b. Cek Blokir ( HC, IK , SPKPBM , Hutang ) 
c. Cek NPP ( PPJK ) Nomor dan masa berlaku 
d. Cek Registrasi Pengguna Jasa 
Setelah divalidasi klik Respon untuk mencetak bukti Penerimaan 
PIB atau BC 2.5 untuk di cetak 1 kali. 
Gambar 4.6 
Penerimaan PIB 
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Setelah data selesai direkam dan dicetak bukti Penerimaan PIB 
kemudian Media Penyimpanan Data Elektronik berupa Flasdisk 
dikembalikan ke penyelenggara atau pengguna jasa Tempat Penimbunan 
Berikat. Penerimaan PIB yang sudah dicetak di ekspedisikan 
menggunakan buku Ekspedisi Dokumen BC 2.5 ke Bagian 
Perbendaharaan. 
“Sesuai dengan Kep-07/2003 dan P-19/2005, proses penerimaan 
berkas PIB harus dilakukan perekamannya dalam sistem aplikasi 
Inhouse BC 2.5. Proses perekaman ini berfungsi untuk memonitor 
dan membuka pemblokiran importir yang disebabkan oleh berkas 
PIB sekaligus untuk melakukan pemblokiran secara otomatis jika 
berkas PIB belum diserahkan.” 
(Wawancara Kasi Pelayanan Kepabeanan. 23 Februari 2017) 
Dibagian Perbendaharaan aplikasi yang digunakan untuk merekam 
dan menyimpan data BC 2.5 juga menggunakan aplikasi Inhouse BC 2.5, 
didalam bagian perbendaharaan yang direkam adalah SSPCP (Surat 
Setoran Pabean, Cukai dan Pajak) dicocokan dengan Bukti Pembayaranan 
dan Billing DJBC. Berikut proses perekaman dan penyimpanan SSPCP 
menggunakan aplikasi inhouse BC 2.5 : 
Login aplikasi Inhouse BC 2.5 menggunakan username dan 
password Pejabat bagian Perbendahaaraan kemudian klik SSPCP, yang 
akan muncul seperti dibawah ini : 
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Pilih nama perusahaan yang akan direkam, kemudian klik SSPCP dan 
klik Tambah akan muncul tampilan seperti di bawah ini : 
Gambar 4.7 
SSPCP 
 
(Sumber : Bagian Perbendaharaan) 
Untuk mengisi No SSPCP sesuai dengan nomor NTB yang 
terdapat dapam Bukti Penerimaan Negara, Tanggal bayar diisi sesuai 
tanggal pembayaran saat penyelenggara atau pengguna Tempat 
Penimbunan Berikat  melakukan pembayaran ke Bank. Untuk nomer 
NTB/NTP diisi sesuai nomor NTB tetapi tanpa menggunakan nol (0), 
setelah SSPCP diisi dan diteliti Bea Masuk, PPN sesuai dengan Billing 
DJBC dan pembayarannya sesuai kemudian disimpan.  
Yang perlu diperhatikan dalam perekaman data SSPCP adalah : 
a. Kesamaan data nomor pengajuan pada PIB  dan SSPCP 
b. Kesamaan Data importir (NPWP) pada PIB dan SSPCP 
c. Tanggal SSPCP dan nilai kurs harus sama dengan periode kurs dalam 
dokumen PIB 
d. Nilai pungutan yang dibayar dalam dokumen SSPCP 
Setelah data SSPCP selesai direkam maka data PIB dan data 
SSPCP akan diproses lebih lanjut. 
“Yang harus diperhatikan saat cek bayar adalah pembayaran 
melalui Bank, perekaman dilakukan di bagian perbendaharaan, 
apabila beda nilai Kurs aplikasi otomatis akan ke REJECT.  
SSPCP tidak ada  atau  jumlah pungutan di SSPCP tidak sesuai 
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dengan jumlah pungutan di PIB  maka Respon Konfirmasi 
Pembayaran ( Pemberitahuan bahwa SSPCP dari Bank Belum 
Ada//Belum Direkam/Nilai Pembayaran Kurang).” 
(wawancara Petugas Perbendaharaan, 23 Februari 2017) 
 
Setelah proses perekaman data BC 2.5 dan penyimpanan SSPCP, 
kemudian di ekspedisi ke bagian Pegawasan dan Penindakan (P2) atau 
Analyzing Point untuk menentukan barang yang akan dikeluarkan dari 
Kawasan Berikat tersebut merupakan barang yang kena lartas atau tidak. 
Dibagian analyzing point data BC 2.5 yang telah di proses sebelumnya 
diberi nomer pendaftaran BC 2.5 dan menetapkan jalur pelayanan impor 
dalam hal atas barang yang diberitahukan dalam BC 2.5 . Proses 
pemberian nomor dibagian analyzing point menggunakan aplikasi inhouse 
BC 2.5 analyzing point : 
Login menggunakan user dan password bagian penindakan dan 
pengawasan menggunakan aplikasi inhouse BC 2.5 kemudian klik P2 yang 
akan muncul tampilan seperti dibawah ini : 
Gambar 4.8 
Analyzing Point 
 
(Sumber : Bagian Analyzing Point) 
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Kemudian diisi tanggal BC 2.5 sesuai dengan dokumen yang 
diajukan oleh penyelenggara Tempat Penimbunan Berikat kemudian 
diteliti uraian barang dan kode Harmonized System (HS) setelah diteliti 
klik seleksi dan simpan akan muncul tampilan : 
Kode Harmonized System (HS) merupakan daftar penggolongan 
barang yang dibuat secara sistematis dengan tujuan 
mempermudah penarifan, transaksi perdagangan, pengangkutan 
dari statistik yang telah diperbaiki dari sistem klasifikasi 
sebelumnya.” 
(wawancara petugas Analyzing Point, 23 Februari 2017) 
 
Sistem Inhouse BC 2.5 akan melakukan pengecekan apakah 
barang–barang yang ada pada pengajuan BC 2.5 diduga termasuk barang 
yang dilarang atau dibatasi.  Bila terdapat barang-barang yang diduga 
termasuk barang yang dilarang atau dibatasi, maka BC 2.5 akan masuk 
proses analyzing point. 
Gambar 4.9 
Penetapan Jalur  
 
(Sumber : Bagian Analyzing Point ) 
 
Apabila hasil keputusan pejabat analyzing point menyatakan bukan 
barang laarangan/pembatasan berarti barang yang akan dikeluarkan tidak 
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termasuk kedalam barang lartas yang terdapat di Peraturan Menteri 
Perdagangan dan Republik Indonesia Nomor 87/M-DAG/PER/10/2015 
tentang ketentuan impor produk tertentu. Setelah proses perekaman di 
bagian analyzing point  kemudian akan mendapat nomor pendaftaran BC 
2.5 secara otomatis dari sistem aplikasi inhouse BC 2.5 dan penetapan 
jalur pelayanan impor. 
Cek Analyzing Point :  
a. Kriteria Pemberitahuan Impor Barang yang memerlukan Cek Pejabat 
Analyzing Point adalah berdasarkan Profil Barang Larangan dan 
Pembatasan 
b. Ada pengecualian apabila Importir PRIORITAS 
Analyzing Point : 
a. Teliti Uraian Barang dan No. Skep Pembatasan yang diserahkan. 
b. Dapat memberikan Respon Konfirmasi Skep Barang Pembatasan, jika 
+ 3 (tiga) hari Skep Tidak Datang, PIB di reject 
c. Apabila skep tidak datang ditetapkan sebagai barang larangan data 
PIB direject 
 
 
 
Penjaluran : 
a. Penjaluran ditetapkan berdasarkan jenis impor, jenis komoditi dan 
Analisis Resiko pada Profil Importir dan Profil Komoditi, Random 
Merah, Random Hi-Co utk PIB Jalur Hijau.  
Didalam aplikasi Inhouse BC 2.5 pada pemrosesan di bagian 
analyzing point, sistem aplikasi akan menampilkan respon otomatis sesuai 
dengan status jenis barang yang ingin dikeluarkan oleh penyelenggara 
Tempat Penimbunan Berikat, antara lain : 
1) SPPB  : Respon Pemberitahuan bahwa barang sudah dapat 
dikeluarkan dari daerah pabean. 
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2) SPJM : Respon Pemberitahuan bahwa barang terkena jalur 
merah dan harus diperiksa fisik. 
3) SPKPBM  : Respon Pemberitahuan Kekurangan Pembayaran Bea 
Masuk, Cukai, denda administrasi dan pajak dalam rangka impor. 
2. Pengeluaran barang impor dari Kawasan Berikat yang ditetapkan Jalur 
Merah  
a. Aplikasi Inhouse BC 2.5 menerbitkan Surat Persetujuan Jalur Merah 
(SPJM) BC 2.5 yang diterbitkan oleh Kepala Kasi Pelayanan 
Kepabeanan dan Cukai kemudian Pejabat penerima dokumen 
mencetak dan menyerahkan SPJM BC 25 kepada penyelenggara atau 
pengguna jasa Tempat Penimbunan Berikat. 
b. Penyelenggara atau pengguna jasa Tempat Penimbunan Berikat 
menyampaikan pernyataan kesiapan barang dalam jangka waktu 3 
(tiga) hari kerja setelah SPJM kepada Pejabat penerima dokumen. 
Apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) hati kerja pengguna jasa 
Kawasan Berikat tidak menyerahkan pernyataan kesiapan barang, 
Pejabat yang menangani atau bertanggung jawab di Kawasan Berikat 
dapat menerbitkan Surat Perintah Pemeriksaan Fisik (SPPF) BC 2.5 
dan menunjuk Pejabat pemeriksa barang untuk dilakukan pemeriksaan 
fisik, dengan tembusan kepada penyelenggara atau pengguna jasa 
Tempat Penimbunan Berikat. Apabila penyelenggara atau pengguna 
jasa Tempat Penimbunan Berikat telah menyerahkan pernyataan 
kesiapan barang, maka : 
1. Pejabat yang mengawasi Tempat Penimbunan Berikat 
menggunakan program aplikasi Inhouse BC 2.5 menunjuk Pejabat 
pemeriksa barang dan menerbitkan SPPF BC 2.5 
2. Pejabat pemeriksa barang menerima SPPF BC 2.5, 
invoice/packinglist dari Pejabat yang mengawasi Tempat 
Penimbunan Berikat.  
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3. Pejabat pemeriksa barang merekam Laporan Hasil Pemeriksaan 
Fisik (LHP) dan membuat Berita Acara Pemeriksaan Fisik Barang 
(BAPFB).  
Di dalam sistem aplikasi pelayanan BC 2.5,  pemeriksaan fisik 
dilakukan bila BC 2.5 mendapatkan SPPB Merah, yaitu BC 2.5 yang 
termasuk salah satu dari kriteria berikut ini : 
1) Barang impor merupakan barang yang diimpor kembali atau barang 
contoh; 
2) BC 2.5 termasuk kategori analyzing point dan oleh petugas 
diputuskan untuk pemeriksaan fisik.  
Pemeriksaan fisik tersebut dilakukan di Kawasan Berikat. 
Berikut proses perekaman LHP menggunakan aplikasi Inhouse BC 
2.5: 
Login menggunakan user dan password Pejabat penerima 
dokumen menggunkan aplikasi inhouse BC 2.5. 
Gambar 4.10 
Login Inhouse  
 
(sumber : Kasi Pelayanan Kepabeanan dan Cukai) 
Setelah login berhasil akan muncul menu-menu aplikasi 
Inhouse BC 2.5, kemudian klik Rekam LHP yang akan muncul seperti 
dibawah ini : 
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Gambar 4.11 
Tampilan LHP 
 
(Sumber : Kasi Pelayanan Kepabeanan dan Cukai) 
Kemudian diisi nomor dan tanggal BC 2.5 kemudian klik 
(show), setalah itu No. SPJM, tanggal, pemeriksa barang akan muncul 
otomatis dan Pejabat penerima dokumen tinggal meneliti apakah sama 
dengan pengecekan yang dilakukan dikawasan berikat. Kemudian klik 
simpan akan muncul tampilan seperti dibawah ini : 
Gambar 4.12 
LHP Default 
 
(sumber : Kasi Pelayanan Kepabeanan dan Cukai) 
 
41 
 
 
 
Klik (LHP Default ) apabila muncul tulisan (Jumlah dan Jenis 
Barang sesuai hardcopy LHP terlampir) berarti sesuai dengan Laporan 
yang diberikat Pejabat Pemeriksa Barang. Kemudian Klik Simpan. 
c. Pejabat pemeriksa barang merekam LHP dan mengunggah foto barang 
kedalam aplikasi Inhouse BC 2.5, kemudian mengirim LHP dan 
BAPFB kepada pejabat pemeriksa dokumen. 
d. Pejabat pemeriksa dokumen melakukan penelitian BC 2.5, Dokumen 
Pelengkap Pabean , LHP, dan BAPFB. Dalam pemeriksaan fisik, unit 
pengawasan segera berkoordinasi dengan Pejabat pemeriksa dokumen 
terkait dengan hasil pemeriksaan fisik barang. Apabila diperlukan uji 
laboratorium, Pejabat pemeriksa dokumen mengirim contoh barang 
dan invoice/packinglist ke laboratorium. 
e. Setelah hasil pemeriksaan fisik dan uji laboratorium sesuai, 
penelelitian tarif dan nilai pabean menunjukkan kesesuaian dengan 
data BC 2.5, dan Bea Masuk, Cukai, PDRI dan sanksi administrasi 
telah dilunasi serta ketentuan pembatasan telah dipenuhi, maka : 
1) Pejabat pemeriksa dokumen menerbitkan SPPB BC 2.5 
2)  Pejabat penerima dokumen mencetak dan mengirimkan SPPB BC 
3.5 kepada penyelenggara atau pengguna jasa Tempat 
Penimbunan Berikat.  
3) Penyelenggara atau pengguna jasa Tempat Penimbunan Berikat 
menerima SPPB BC 2.5 dari Pejabat penerima dokumen untuk 
pengeluaran barang dari Tempat Penimbunan Berikat. 
f. Penyelenggara atau pengguna jasa Tempat Penimbunan Berikat 
menyerahkan SPPB BC 2.5 kepada Pejabat yang mengawsi barang di 
Tempat Penimbunan Berikat.  
g. Pejabat yang mengawasi pengeluaran barang dari Kawasan Berikat 
melakukan pengawasan pemuatan barang (stuffimg) dan pengeluaran 
barang. 
h. Pejabat yang mengawasi pengeluaran barang dari Kawasan Berikat 
melakukan perekaman merk, nomor, ukuran, jumlah dan jenis 
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kemasan serta pelaksanaan pengawasan pengeluaran barang pada 
aplikasi yang terhubung dengan sistem aplikasi Inhouse BC 2.5. 
i. Pejabat yang mengawasi pengeluaran barang di Tempat Penimbunan 
Berikat melakukan pengawasan pengeluaran barang dengan 
mencocokan jumlah dan jenis kemasan/petikemas dan/atau nomor 
sarana pengangkut serta melakukan pencatatan pada SPPB BC 2.5 dan 
perekaman pada aplikasi Inhouse Bc 2.5 atas pelaksanaan pengeluaran 
barang dari Kawasan Berikat ke tempat lain dalam daerah pabean. 
4. Sumber Daya Data 
Berdasarkan Peraturan Direktur Jendral Bea Dan Cukai Nomor 
PER-14/BC/2016 tentang Tata Laksana Pengeluaran Barang Impor Dari 
Tempat Penimbunan Berikat Untuk Diimpor Untuk Dipakai menjelaskan 
bahwa: 
Dokumen pelengkap pabean adalah semua dokumen yang 
digunakan sebagai pelengkap pemberitahuan pabean, misalnya : invoice, 
packing list, bill of lading/airway bill, manifest, dan dokumen lainnya 
yang dipersyaratkan. 
Dalam proses pengeluaran barang impor dari Tempat Penimbunan 
Berikat menggunkan Inhouse BC 2.5 menggunakan dokumen-dokumen 
antara lain : 
a. Dokumen PIB (Pemberitahuan Impor Barang) atau Dokumen BC 2.5 
“Dokumen Pemberitahuan Impor Barang (PIB) adalah surat 
pemberitahuan pabean untuk mengeluarkan barang impor dari 
tempat penimbunan berikat atau kawasan berikat untuk impor untuk 
dipakai ke Tempat Lain Dalam Daerah Pabean. Dokumen PIB 
merupakan dokumen utama yang digunakan untuk permohonan ijin 
pengeluaran barang impor dari kawasan berikat. Pemberian Impor 
Barang berisi data pemberitahuan pengusaha TPB (Tempat 
Penimbunan Berikat), Data Perdagangan yang akan dijual ke Tempat 
Lain Dalam Daerah Pabean, Data Pengemas yang dilengkapi 
packing list sebagai data pendukung, Data Barang, Data Penerimaan 
Barang, Bukti Pembayaran. Pejabat Direktorat Jendral Bea dan 
Cukai biasa menyebut dokumen PIB sebagai Dokumen BC 2.5.” 
(Wawancara Kasi Pelayanan Kepabeanan dan Cukai, 23 Februari 
2017) 
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b. Invoice Invoice merupakan dokumen identifikasi barang dan jasa bagi 
penjual dan pembeli, seperti : nomor, tanggal pengiriman, alat 
transportasi yang digunakan, pengiriman dan ukuran-ukuran dalam 
pembayaran, serta daftar yang lengkap dan keterangan dari barang 
atau jasa yang dijual termasuk harga, diskon dan jumlahnya 
(Rumapea, 2010:376).  
Dokumen Invoice atau Faktur Penjualan adalah dokumen yang 
diterbitkan oleh penjual (eksportir) kepada pembeli (importir) yang 
mencantumkan tanggal pengeluaran invoice, tanggal pengiriman 
barang, uraian barang ( berat dan ukuran ), harga, biaya-biaya lain, 
jumlah total yang harus dibayar pembeli, syarat  penyerahan barang 
dan syarat pembayaran, nama kapal laut atau kapal udara dan nama 
pelabuhan atau bandara muat, serta pelabuhan atau bandara bongkar. 
Invoice dibagi menjadi tiga macam yaitu : 
1. Proforma Invoice, yaitu penawaran dalam bentuk invoice biasa dari 
eksportir kepada importir. Biasanya saat pembeli memberikan 
persetujuan baru dibuatkan invoice. 
2. Commercial invoice, yaitu dokumen perincian tentang keterangan 
barang-barang yang dijual dan harga barang-barang tersebut. 
3. Concultar invoice, yaitu invoice yang dikeluarkan oleh instansi 
resmi, yakni kedaulatan atau konsulat. 
c. Bukti Penerimaan Negara 
“Dokumen yang diterbitkan oleh Bank Persepsi/Bank Devisa 
Persepsi/Pos Persepsi atas transaksi penerimaan negara dengan 
teraan Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN) dan Nomor 
Transaksi Bank (NTB) atau NTPN dan Nomor Transaksi Pos (NTP). 
Dokumen ini menjadi salah satu bukti bayar yang dilampirkan oleh 
Pengguna jasa untuk menujukan bahwa sudah melakukan 
pembayaran bea masuk dan pajak.” (wawancara petugas Pelayanan 
Perbendaharaan, 23 Februari 2017) 
 
d. Billing DJBC 
“Dokumen Billing DJBC merupakan struk billing dari DJBC yang 
ditujukan pengguna jasa untuk membayar Bea Masuk dan PDRI 
(Pajak Dalam Rangka Impor) dokumen ini dikeluarkan oleh DJBC 
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menggunanakan sistem online sehingga pengguna jasa dapat 
mengakses dan mengetahu berapa jumlah yang harus dibayarkan dan 
mengetahui kode billingnya dengan sistem online tanpa harus dateng 
ke KPPBC.” (wawancara petugas Pelayanan Perbendaharaan, 23 
Februari 2017) 
 
e. Packing List  
Menurut Amir MS (2005:219), Packing list atau daftar 
pengepakan adalah daftar yang berisi perincian lengkap mengenai 
jenis dan jumlah satuan dari barang yang terdapat dalam tiap peti atau 
total keseluruhannya sama dengan jenis dan jumlah yang tercantum 
dalam Faktur Perdagangan. Packing list penting sekali untuk barang 
yang tidak sejenis atau tidak seragam seperti mesin-mesin spareparts 
(suku cadang) barang kelontong, tekstil, pakaian jadi dan lainnya. 
Direktorat Jendral Bea dan Cukai mewajibkan pengguna jasa 
untuk melampirkan Packing list untuk dapat memudahkan dalam 
mengetahui isi barnag dalam peti apabila sewaktu – waktu ada 
pemeriksaan. 
f. Kontrak Jual-Beli 
Surat kontrak jual beli merupakan surat yang dibuat oleh 
penjual dan pembeli untuk menerangkan atau menjelaskan hak dan 
kewajiban kedua belah pihak. Setelah terjadi penandatanganan atas 
surat kontrak jual beli tersebut, maka pembeli dan penjual terikat 
untuk melaksanakan hak dan kewajiban masing-masing pihak sesuai 
dengan butir perjanjian yang ada pada surat kontrak jual beli. 
5. Sumber Daya Jaringan 
Di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Surakarta 
untuk pelayanan pengeluaran barang impor dari Tempat Penimbunan 
Berikat menggunkan jaringan Local Area Network (LAN), dimana 
komputer hanya terhubung antara bagian Pelayanan Kepabeanan dan 
Cukai, bagian Perbendaharaan dan Analyzing Point untuk melakukan 
proses pengeluaran barang impor. Dalam proses pelayanan di Kantor 
Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai menggunakan sistem PDE 
(Pertukaran Data Elektronik). Untuk pengiriman dengan sistem PDE, 
diperlukan software tambahan berupa enabler, yang berfungsi untuk 
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melakukan perubahan data dalam format Edifact dan dikomunikasikan 
menggunakan media komunikasi (modem). 
Secara garis besar, pengiriman data menggunakan media PDE, 
misalnya dalam proses permohonan pengeluaran barang impor, dapat 
digambarkan sebagai berikut : 
Gambar 4.13 
Alur Pengeluran Barang 
(Sumber : IT KPPBC Surakarta ) 
Pengguna Jasa membuat data PIB, bentuk Edifact, kemudian 
mengirim data dan dokumen pelengkap ke Kantor Pengawasan dan 
Pelayanan Bea dan Cukai, dan meletakkan datanya didalam flasdisk. 
a. Petugas Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai mengambil data 
PIB dari falsdisk, kemudian data di-load dan mem-validasi data 
kemudian memprosesnya. Respon dikirim berdasarkan proses 
terhadap data tersebut. 
b. Pengguna Jasa melakukan komunikasi untuk mengambil respon. 
Respon dari Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai ini 
langsung tampil di komputer dan dapat dicetak serta digunakan untuk 
proses pengeluaran barang selanjutnya. 
Pengeluaran Barang 
Pengguna Jasa 
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Proses pembuatan dokumen, pengiriman, proses permohonan 
pengeluaran barang di Bea dan Cukai sampai dengan mendapatkan respon, 
selalu tercatat sebagai status di Inhouse BC 2.5. Berikut ini jenis-jenis 
status yang dapat diktahui: 
a. EDIT  : Perekaman PIB belum selesai. 
b. READY  : Perekaman sudah dianggap selesai. 
c. QUEUED  : Dokumen sudah dalam format EDIFACT dan siap 
untuk dikomunikasikan. 
d. ERRORS  : Komunikasi gagal 
Status-status di atas merupakan status yang berhubungan dengan 
pengiriman dokumen dalam sistem EDI. Status berikutnya adalah juga 
merupakan jenis respon dari Bea dan Cukai: 
a. REJECT : Respon dari BC yang menyatakan bahwa terdapat 
kekurangan pengisian data. Atau importir masih mempunyai 
kewajiban yang belum dipenuhi sehingga pengajuan dokumen tidak 
dapat dilayani. 
b. SSPCP : Respon permintaan dokumen pembayaran. 
c. INP/DNP : Respon Permintaan Informasi Nilai Pabean. 
d. SPPB : Respon Pemberitahuan bahwa barang sudah dapat 
dikeluarkan dari daerah pabean. 
e. SPJM : Respon Pemberitahuan bahwa barang terkena jalur merah 
dan harus diperiksa fisik. 
f. SPKPBM : Respon Pemberitahuan Kekurangan Pembayaran Bea 
Masuk, Cukai, denda administrasi dan pajak dalam rangka impor. 
Di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai, petugas Bea 
dan Cukai akan menerima respon hasil dari proses PDE apabila cetak 
dokumen dan data flasdisk hasil transfer dari pengguna jasa sesuai dengan 
dokumen BC 2.5.  
Dengan sistem Inhouse BC 2.5, keuntungan yang didapatkan antara lain: 
a. Kecepatan penyiapan dokumen, di mana pembuatan dokumen dengan 
komputer akan lebih cepat dibanding secara manual, terutama dalam 
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konversi harga, perhitungan pungutan dan input data berupa kode-
kode. 
b. Efisiensi sumber daya (tidak terjadi double entry). Sekali Pengguna 
Jasa memasukkan data, data ini yang akan masuk ke komputer Kantor 
Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai, tidak perlu dilakukan hal 
yang sama oleh petugas di kantor Bea dan Cukai. 
c. Data yang diinput oleh pengguna jasa dipastikan sama dengan data 
yang masuk ke komputer Bea dan Cukai. Sebab apabila ada data yang 
berbeda komputer otomatis akan menampilkan respon REJECT. Jika 
dilakukan input data ulang oleh petugas Bea dan Cukai, ada 
kemungkinan salah input. 
Penggunaan disket sebagai media transfer ini, di Kantor Pelayanan 
Bea dan Cukai ada 2 kemungkinan penggunaan/cara pelayanan: 
a. Data akan digunakan untuk pelayanan penuh. 
b. Data diambil hanya sebagai data statistik (pelayanan tetap manual). 
Pada point a, data akan diperlakukan sebagai dokumen yang akan 
diperiksa, divalidasi, diterima dengan pemberian nomor dan perlakuan lain 
dengan menggunakan program aplikasi pelayanan di Bea dan Cukai. 
Pada point b, setelah selesai pelayanan akan diambil datanya agar 
terkumpul untuk tujuan pelaporan. 
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BAB V 
PENUTUP 
A. Kesimpulan 
Berdasarkan pembahasan penulis dalam laporan ini, maka pengeluaran 
barang impor menggunakan aplikasi Inhouse BC 2.5 di Kantor Pengawasan dan 
Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Surakarta ini dapat diambil 
kesimpulan sebagai berikut : 
1. Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B 
Surakarta dalam melakukan sistem informasi pengeluaran barang impor dari 
Kawasan Berikat ke tempat lain dalam daerah pabean menggunakan aplikasi 
Inhouse BC 2.5. Aplikasi Inhouse BC 2.5 merupakan sistem pelayanan yang 
dimiliki oleh Direktorat Jendral Bea dan Cukai yang digunakan untuk 
memudahkan proses pengawasan dan pelayanan permohonan pengeluaran 
barang impor dari Kawasan Berikat untuk diimpor untuk dipakai. 
2. Sistem pelayanan Inhouse yang berbasis Electronic Data Interchange (EDI) 
Pejabat kepabeanan dapat memproses pemberitahuan pabean dengan sistem 
komputer, dan ditransmit secara elektronik, sehingga data yang sama akan 
segera masuk ke sistem komputer tanpa melalui proses re-entry, dimana 
dalam proses re-entry  dapat terjadi human error seperti kesalahan pengetikan 
data.  
3. Komponen yang digunakan dalam pengoperasian pengeluaran barang impor 
dari kawasan berikat terdiri dari sumber daya manusia, sumber daya 
perangkat keras, sumber daya perangkat lunak, sumber daya data, sumber 
daya jaringan dimana sumber daya tersebut saling berkaitan.  
4. Langkah dalam proses Inhouse BC 2.5 cukup jelas karena intruksi yang 
ditampilkan dalam aplikasi tersebut jelas dan untuk penangannya diatur 
dalam buku pedoman Tata Laksana Pengeluaran Barang Impor. 
5. Sistem Inhouse BC 2.5 masih menggunakan jaringan Local Area Network 
(LAN) sehingga hanya bisa diakses diruang lingkup Kantor Pengawasan dan 
Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Surakarta di bagian 
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Pelayanan Kepabeanan dan Cukai, Pelayanan Perbendaharaan, Pengawasan 
dan Penindakan. 
 
B. Saran 
Berdasarkan kesimpulan diatas penulis menyampaikan saran sebagai 
bahan pertimbangan bagi pihak yang berkepentingan yakni untuk proses 
permohonan pengeluaran barang impor dari Kawasan Berikat ke tempat lain 
dalam daerah pabean menggunakan aplikasi Inhouse BC 2.5 yang masih 
menggunakan jaringan LAN yang hanya bisa diakses di ruang lingkup Kantor 
Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai, sebaiknya dibuat sistem online 
sehingga dalam pengajuan permohonan pengguna jasa dapat melihat status 
perkembangan permohonan lewat media online sebagai bentuk pelayanan 
kepada pengguna jasa agar pengguna jasa tidak bolak balik ke Kantor 
Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai untuk melihat status perkembangan 
pengajuan pengeluaran barang. dalam pengajuan permohonan pengguna jasa 
juga harus melampirkan hardcopy untuk diteliti pegawai dengan data yang 
diunggah secara online agar tidak terdapat manipulasi data. 
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